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ABSTRAK

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 23, keduanya mengatur mengenai
pemotongan pajak atas penghasilan dari jasa usaha konstruksi. Bedanya, PPh Pasal 4
ayat (1) huruf d yang aturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
Nomeor 51 Tahun 2008 jo PP Nomor 40 Tahun 2009 bersifat final sementara PPh
Pasal 23 ayat (1) buruf ¢ angka 2 tidak final. Dalam praktek, banyak pemotong pajak
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